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PERATURAN  

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA REKRUTMEN SELEKSI DAN PENGEMBANGAN  

PEGAWAI SPESIALIS MUDA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pemberantasan 

korupsi diperlukan regenerasi sumber daya manusia 

pada organisasi, sehingga perlu didukung oleh pegawai 

muda yang berintegritas, kompeten serta memenuhi 

syarat dan kualifikasi yang ditentukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan 

syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata 

Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai 

Spesialis Muda; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5698); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5374); 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 

P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian 

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang 

Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

TATA CARA REKRUTMEN SELEKSI DAN PENGEMBANGAN 

PEGAWAI SPESIALIS MUDA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disebut Pegawai Komisi adalah warga negara Indonesia 

yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

3. Pegawai Spesialis Muda adalah Pegawai Komisi yang 

diangkat dari warga negara Indonesia dengan pendidikan 

sarjana strata 1 (satu) atau yang setara dengan masa 

kelulusan paling lama 2 (dua) tahun. 

4. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan 

mendapatkan kandidat Pegawai Komisi yang dibutuhkan 
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sesuai persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

5. Seleksi adalah proses penyaringan untuk menentukan 

kandidat Pegawai Komisi yang diterima berdasarkan 

persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan. 

6. Program Pengembangan Kompetensi adalah program 

pengembangan sumber daya manusia yang diberikan oleh 

Komisi dalam bentuk kegiatan induksi, Orientasi Kerja, 

penugasan dan metode lainya untuk meningkatkan 

kompetensi Pegawai Spesialis Muda sebelum ditempatkan 

pada unit kerja definitif. 

7. Induksi Pegawai adalah pendidikan dan pelatihan untuk 

membentuk wawasan pencegahan dan pemberantasan 

korupsi, nilai dan budaya kerja Pegawai Komisi serta 

memberikan pengetahuan dasar tentang visi, misi dan 

kebijakan serta strategi Komisi, pengorganisasian serta 

bidang tugas agar siap melaksanakan tugas sebagai 

Pegawai Komisi. 

8. Orientasi Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan kompetensi dengan cara menempatkan 

sementara Pegawai Spesialis Muda pada unit kerja. 

9. Konsultan Independen adalah perusahaan yang 

melaksanakan pekerjaan atau memberikan jasa sebagai 

konsultan sumber daya manusia yang dipilih atau 

ditunjuk untuk melakukan Rekrutmen Seleksi dan 

Pengembangan Pegawai Spesialis Muda secara independen 

berdasarkan standar yang ditentukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Komisi ini adalah sebagai 

pedoman untuk melakukan Rekrutmen Seleksi dan 

Pengembangan Pegawai Spesialis Muda. 
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(2) Tujuan disusunnya Peraturan Komisi ini adalah untuk:  

a. memberikan panduan tentang tata cara dan 

persyaratan untuk mendapatkan Pegawai Spesialis 

Muda yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai 

standar dan persyaratan yang ditentukan Komisi; 

b. mengatur mekanisme penempatan dan 

pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis Muda 

pada Komisi; dan 

c. mengatur mekanisme dan persyaratan kelulusan 

Program Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Spesialis Muda. 

 

BAB III 

TATA CARA REKRUTMEN DAN SELEKSI 

 

Pasal 3 

Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan kompetensi Pegawai 

Spesialis Muda dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan 

pemenuhan Pegawai pada Komisi. 

 

Pasal 4 

(1) Pimpinan Komisi menentukan dan bertanggung jawab 

atas kebijakan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan 

kompetensi Pegawai Spesialis Muda. 

(2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab dalam 

perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Rekrutmen 

Seleksi dan Pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis 

Muda. 

(3) Biro Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan 

kompentensi Pegawai Spesialis Muda. 

 

Pasal 5 

(1) Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda Komisi 

melaksanakan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis 

Muda dengan sistem gugur berdasarkan tahapan: 

 

www.peraturan.go.id


